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Meta Deskripsi: Pemerintah Desa Dabulon tetap optimis menyongsong Tahun Anggaran 2026 meski dihadapkan 

pada efisiensi anggaran dan berkurangnya Dana Desa akibat percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, 

dengan mengedepankan integritas, inovasi, dan sinergi lintas sektor. 
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Dabulon menunjukkan sikap optimis dan adaptif dalam menyikapi dinamika kebijakan nasional 

yang berdampak langsung pada tata kelola desa. Latar belakang efisiensi anggaran negara serta 

percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan perlengkapan Koperasi Desa Merah Putih 

(KDMP) berimplikasi pada berkurangnya porsi Dana Desa yang dapat dikelola langsung oleh 

pemerintah desa. 

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi desa, khususnya dalam menjaga 

kesinambungan program pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Desa Dabulon menegaskan 

komitmennya untuk tetap melaksanakan roda pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal 

dengan menyesuaikan perencanaan, skala prioritas, serta sumber pendanaan. 



Kepala Desa Dabulon, Anuar Sadat, menegaskan bahwa perubahan kebijakan tidak boleh 

dimaknai sebagai hambatan, melainkan sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola desa 

yang berintegritas dan inovatif. Menurutnya, ketergantungan pada satu sumber pendapatan, 

yakni Dana Desa, perlu diimbangi dengan upaya proaktif dalam menggali peluang lain yang sah 

dan produktif. 

“Pemerintah Desa harus memiliki integritas dan keberanian untuk mencari solusi di luar Dana 

Desa. Banyak program dari kementerian, instansi, dan dinas teknis yang bisa diraih apabila kita 

aktif berkoordinasi dan menyusun perencanaan yang matang,” tegas Anuar Sadat. 

Ia menjelaskan, peluang pendanaan dan program pembangunan masih terbuka luas, khususnya 

melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk sektor infrastruktur 

dasar, serta Dinas Pertanian, Perikanan, dan instansi teknis lainnya dalam mendukung 

ketahanan pangan, ekonomi produktif, dan peningkatan kapasitas masyarakat desa. Sinergi lintas 

sektor dinilai menjadi kunci agar desa tetap bergerak maju meski ruang fiskal mengalami 

penyesuaian. 

Lebih lanjut, tata kelola desa yang baik pada tahun 2026 diarahkan pada prinsip efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan 

kelembagaan desa. Perencanaan pembangunan akan disusun secara realistis, berbasis kebutuhan 

prioritas masyarakat, serta mendukung kebijakan strategis nasional seperti penguatan koperasi 

desa dan ekonomi kerakyatan. 

Optimisme Pemerintah Desa Dabulon juga tercermin dari komitmen untuk terus melibatkan 

masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi aktif warga diyakini 

mampu memperkuat rasa memiliki sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan desa benar-

benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan. 

Dengan semangat kolaborasi dan adaptasi terhadap regulasi yang terus berkembang, Pemerintah 

Desa Dabulon menatap Tahun Anggaran 2026 dengan keyakinan bahwa desa tetap mampu 

tumbuh, mandiri, dan berdaya saing. Tantangan efisiensi anggaran justru dijadikan pijakan untuk 

memperkuat tata kelola desa yang profesional dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan. 



 


